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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting 
Mudiak Utara Suranthi dalam tata kelola lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 
berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Informan berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposif dari unsur pemerintah nagari, lembaga 
nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada 
pengetahuan, pengalaman, kedudukan, dan keterlibatan mereka dalam tata kelola lingkungan. Data 
dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kepercayaan publik dianalisis menggunakan dimensi 
kemampuan (Ability), kepedulian (Benevolence), dan integritas (Integrity). Temuan menunjukkan bahwa 
masyarakat masih melihat adanya upaya pemerintah melalui koordinasi, gotong royong, musyawarah, 
penyampaian informasi, dan penerimaan keluhan. Namun, kepercayaan belum sepenuhnya kuat 
karena penanganan sampah rumah tangga belum teratur, kegiatan lingkungan diharapkan lebih rutin, 
dan tindak lanjut keluhan serta pemerataan informasi masih perlu diperjelas. Faktor yang berkaitan 
dengan kepercayaan meliputi tindakan nyata pemerintah, komunikasi, respons terhadap keluhan, 
kapasitas penanganan persoalan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. 
 
Kata Kunci: Kepercayaan Publik; Pemerintah Nagari; Tata Kelola Lingkungan; Pengelolaan Sampah; Partisipasi 
Masyarakat. 
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PENDAHULUAN 
 

Kepercayaan publik merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat. OECD (2017) menegaskan bahwa kepercayaan 
publik berkaitan dengan integritas, responsivitas, dan kapasitas pemerintah dalam 
menyediakan pelayanan serta menangani persoalan publik. Kepercayaan tidak hanya 
berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pemerintah, tetapi 
juga dengan penilaian mereka terhadap kemampuan, kepedulian, dan integritas 
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pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Rizal, 2023). Christensen dan Lægreid 
(2005) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh 
kepuasan terhadap layanan, faktor politik, dan karakteristik demografis warga. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat membentuk penilaian melalui 
pengalaman ketika berinteraksi dengan aparatur, memperoleh informasi, 
menyampaikan aspirasi, dan melihat bagaimana persoalan yang mereka hadapi 
ditangani. Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan 
warga terhadap organisasi pemerintah dapat dipahami melalui tiga dimensi, yaitu 
Ability, Benevolence, dan Integrity. Ketiga dimensi tersebut mencakup kemampuan 
organisasi menjalankan tugas, perhatian terhadap kepentingan masyarakat, serta 
integritas dalam melaksanakan kewenangan (Ismail, 2026). Dengan demikian, 
kepercayaan publik perlu dipahami melalui pengalaman masyarakat terhadap 
tindakan pemerintah, bukan hanya berdasarkan pernyataan atau penilaian umum 
terhadap pemerintah (Rois et al., 2026). 

Kepercayaan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah menyampaikan 
informasi dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan. Sofyani 
dan Tahar (2021), melalui penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah desa di Kabupaten Bantul, menemukan bahwa transparansi berperan 
penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Wirawan dan Yaya 
(2024) juga menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan keadilan 
berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, dengan 
kepuasan masyarakat sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut menunjukkan 
bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam hubungan pemerintah 
dengan masyarakat. Meskipun demikian, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui 
penyampaian informasi semata. Masyarakat juga membutuhkan tindakan yang dapat 
diamati, penjelasan yang dapat dipahami, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang 
disampaikan (Syaifudin et al., 2026). Oleh karena itu, pengalaman masyarakat dalam 
berhubungan dengan pemerintah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan 
untuk memahami bagaimana kepercayaan publik terbentuk dan dipertahankan. 

Dalam konteks pemerintahan nagari, hubungan antara pemerintah dan 
masyarakat berlangsung dekat dengan kehidupan sehari-hari. Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan dasar 
bahwa nagari memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah nagari 
berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan 
pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan 
menjadi salah satu bidang yang membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai 
pihak karena persoalannya tidak selalu dapat diselesaikan melalui tindakan 
pemerintah saja. Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan bahwa tata kelola 
lingkungan melibatkan berbagai aktor, kelembagaan, serta bentuk koordinasi dalam 
pengelolaan sumber daya dan penanganan persoalan lingkungan. Ostrom (1990) juga 
menekankan bahwa pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan aturan, 
kepercayaan, dan kerja sama antaraktor. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa 
pengelolaan lingkungan perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan pemerintah 
dan masyarakat. Dalam proses ini, kemampuan pemerintah mengoordinasikan 
kegiatan, merespons kebutuhan warga, dan membangun kerja sama menjadi bagian 
penting dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 
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Salah satu persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah 
dan masyarakat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Persoalan ini tidak hanya 
berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga dengan ketersediaan sarana, 
mekanisme pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Penelitian 
Mubarak et al. (2024) mengenai pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan 
berbasis nagari di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan 
pentingnya keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah nagari, dan kerja sama 
dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah. Mubarak et al. (2025) juga 
menunjukkan bahwa model ko-produksi dalam program Nabuang Sarok dapat 
menjadi alternatif transisi energi dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. 
Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat perlu 
didukung oleh kelembagaan dan langkah pengelolaan yang memungkinkan kegiatan 
berlangsung secara berkelanjutan. Yolanda dan Septianda (2023) menambahkan 
bahwa prinsip good environmental governance penting dalam pengelolaan sampah, 
termasuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, persoalan lingkungan 
di tingkat nagari tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
sampah. Pengalaman masyarakat dalam melihat tindakan pemerintah, memperoleh 
informasi, dan menyampaikan keluhan juga penting untuk memahami penilaian 
mereka terhadap pemerintah (Rejeki & Solihin, 2026). 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah desa, tata kelola lingkungan, dan keterlibatan masyarakat 
dalam pengelolaan sampah. Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) mengembangkan 
dimensi kepercayaan terhadap organisasi pemerintah, sedangkan Sofyani dan Tahar 
(2021) serta Wirawan dan Yaya (2024) mengkaji keterkaitan transparansi, 
akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat desa. Lemos dan Agrawal (2006) 
membahas tata kelola lingkungan sebagai proses yang melibatkan beragam aktor, dan 
Mubarak et al. (2024; 2025) menelaah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 
sampah berbasis nagari. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum 
secara khusus menempatkan kepercayaan publik dalam tata kelola lingkungan di 
tingkat nagari dengan menggunakan dimensi Ability, Benevolence, dan Integrity secara 
terpadu. Posisi penelitian ini adalah mengisi celah tersebut dengan menganalisis 
bagaimana masyarakat Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi menilai pemerintah 
nagari berdasarkan pengalaman mereka dalam pengelolaan sampah, kegiatan 
lingkungan, penyampaian aspirasi, dan penerimaan informasi. 

Alasan pemilihan Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi, Kecamatan Sutera, 
Kabupaten Pesisir Selatan, adalah karena nagari ini menghadapi persoalan 
pengelolaan sampah rumah tangga yang cukup mendesak, yaitu kebutuhan tempat 
sampah sekitar 25 unit, sementara sarana yang tersedia hanya satu unit dan berada 
dalam kondisi rusak, serta belum tersedianya layanan pengangkutan sampah. 
Kondisi ini menjadikan nagari tersebut relevan untuk mengkaji hubungan antara 
kemampuan pemerintah, kepedulian, integritas, dan kepercayaan publik dalam tata 
kelola lingkungan. Selain itu, nagari memiliki lembaga nagari dan forum masyarakat 
yang memungkinkan analisis proses kolaborasi antara pemerintah dan warga. 

Signifikansi penelitian ini bagi pemerintah nagari adalah memberikan 
masukan mengenai aspek kemampuan, kepedulian, dan integritas yang perlu 
diperkuat dalam tata kelola lingkungan. Bagi lembaga nagari, penelitian ini dapat 
menjadi dasar untuk memperjelas peran penghubung aspirasi dan pemantauan 
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kebutuhan lingkungan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan ruang refleksi 
mengenai partisipasi, penyampaian keluhan, dan pengawasan kegiatan lingkungan. 
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk mengkaji 
kolaborasi, anggaran lingkungan, dan keberlanjutan program pengelolaan sampah di 
tingkat nagari. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi 
dalam tata kelola lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 
kepercayaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
mengenai bagaimana masyarakat menilai kemampuan, kepedulian, dan integritas 
pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan. Selain itu, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah nagari dalam memperkuat 
hubungan dengan masyarakat melalui tindakan yang sesuai dengan kebutuhan 
lingkungan, penyampaian informasi yang lebih terbuka, dan tindak lanjut yang lebih 
jelas terhadap aspirasi masyarakat. 

 
METODE 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. 

Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman, pandangan, dan penilaian 

informan mengenai hubungan antara Pemerintah Nagari dan masyarakat dalam tata 

kelola lingkungan (Sugiyono, 2022; Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian berada 

di Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir 

Selatan, dengan perhatian khusus pada Kampung Langgai. 

Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman, kedudukan, dan keterlibatan mereka terhadap tata kelola lingkungan. 

Informan terdiri atas tujuh orang yang mewakili unsur Pemerintah Nagari, lembaga 

nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Informasi dari masing-

masing kelompok dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap 

mengenai kepercayaan publik. Dalam penulisan artikel ini, keterangan informan 

pemerintah dan lembaga digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah 

menjelaskan tindakan dan mekanisme yang dijalankan, sedangkan keterangan 

masyarakat digunakan untuk melihat pengalaman dan penilaian terhadap tindakan 

tersebut. 

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan 

menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai 

pelaksanaan tata kelola lingkungan, kemampuan pemerintah, kepedulian, integritas, 

penyampaian informasi, penerimaan keluhan, dan keterlibatan masyarakat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Observasi dilakukan terhadap kondisi kebersihan lingkungan, 

pengelolaan sampah, kondisi sungai, aktivitas masyarakat, serta kondisi lingkungan 

yang berkaitan dengan banjir dan potensi longsor (Creswell & Poth, 2018). Data 

sekunder berupa dokumen pemerintahan nagari, dokumentasi kegiatan, foto, dan 

sumber tertulis lain digunakan sebagai data pendukung (Bowen, 2009). 
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Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), 

yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada 

tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta 

dikelompokkan sesuai fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk 

uraian tematik berdasarkan tata kelola lingkungan, Ability, Benevolence, Integrity, 

kepercayaan publik, dan faktor-faktor yang memengaruhi. Keabsahan data diperkuat 

melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu perbandingan informasi antarinforman 

serta perbandingan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. 

Analisis kepercayaan publik menggunakan konsep Grimmelikhuijsen dan 

Knies (2017) dengan tiga dimensi utama. Ability digunakan untuk melihat 

kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan, menangani persoalan, menerima 

keluhan, dan mencari penyelesaian. Benevolence digunakan untuk melihat perhatian 

pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan kesediaan 

mendengarkan aspirasi. Integrity digunakan untuk melihat keterbukaan informasi, 

konsistensi tindakan, serta kesesuaian antara informasi yang disampaikan dan 

pelaksanaan kegiatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tata Kelola Lingkungan di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di Nagari 
Ganting Mudiak Utara Surantih dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah 
Nagari, lembaga nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. 
Kegiatan yang ditemukan meliputi gotong royong, kegiatan kebersihan, 
penyampaian imbauan, musyawarah, penerimaan aspirasi, dan upaya menangani 
persoalan lingkungan. Pemerintah Nagari berperan dalam mengoordinasikan 
kegiatan, sedangkan lembaga nagari membantu komunikasi dan penyampaian 
aspirasi kepada masyarakat. 

Sekretaris Nagari Raim Putra menjelaskan bahwa kegiatan nagari dilakukan 
melalui diskusi dan musyawarah bersama lembaga serta tokoh masyarakat. 
Pemerintah juga melibatkan kelompok yang ada di nagari dalam pelaksanaan 
kegiatan. Dari sisi lembaga nagari, Bapak Ali Minus sebagai Ketua Bamus 
menjelaskan bahwa informasi kegiatan lingkungan biasanya disampaikan melalui 
pertemuan masyarakat atau perangkat nagari. Keterangan tersebut menunjukkan 
adanya mekanisme formal dan informal yang digunakan untuk menghubungkan 
pemerintah dengan masyarakat. 

Pada sisi masyarakat, kegiatan tersebut memang dirasakan. Ibu Tatik 
menyampaikan bahwa kegiatan kebersihan dan gotong royong telah dilakukan, 
tetapi kegiatan tersebut perlu lebih sering dilakukan agar kondisi lingkungan tetap 
terjaga. Ibu Linda juga menilai bahwa kegiatan lingkungan masih perlu diperkuat 
secara rutin. Perbandingan keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 
dan lembaga nagari mengakui adanya kegiatan serta mekanisme komunikasi, 
sementara masyarakat mengakui kegiatan tersebut tetapi memberi perhatian lebih 
besar pada kesinambungan pelaksanaannya. 

Persoalan yang paling sering muncul dalam penelitian adalah pengelolaan 
sampah rumah tangga. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa 
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pengelolaan sampah belum berjalan secara teratur. Pemerintah telah melakukan 
kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama, seperti gotong royong dan imbauan, 
tetapi pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang lebih teratur. Ibu Yanti 
menyampaikan bahwa pemerintah cukup mampu menangani persoalan yang dapat 
diselesaikan melalui kegiatan masyarakat, tetapi persoalan sampah secara 
keseluruhan masih membutuhkan penanganan yang lebih teratur. Temuan ini 
memperlihatkan bahwa tata kelola lingkungan telah berjalan, tetapi belum seluruh 
persoalan dapat ditangani melalui kegiatan bersama. 

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari tata kelola lingkungan. 
Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut dalam gotong royong 
dan kegiatan kebersihan. Keterlibatan tersebut memberi kesempatan kepada 
masyarakat untuk melihat tindakan pemerintah secara langsung. Pada saat yang 
sama, masyarakat juga menggunakan forum dan perangkat nagari untuk 
menyampaikan keluhan. Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat 
berlangsung melalui kegiatan bersama, komunikasi, dan penyampaian aspirasi. 

Pemerintah Nagari memandang kerja sama sebagai bagian dari pelaksanaan 
kegiatan. Namun, penilaian masyarakat menunjukkan bahwa kerja sama tersebut 
perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang lebih rutin dan penanganan persoalan 
yang lebih teratur. Perbedaan penekanan ini penting dalam memahami kepercayaan 
publik karena pemerintah melihat proses kerja sama, sedangkan masyarakat menilai 
pengalaman dan keberlanjutan hasil yang mereka rasakan. 

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Lemos dan Agrawal (2006) yang 
menempatkan tata kelola lingkungan sebagai proses yang melibatkan berbagai 
aktor dan bentuk koordinasi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
keterlibatan aktor belum cukup jika tidak diikuti oleh keberlanjutan kegiatan, 
kejelasan tindak lanjut, dan pemerataan informasi. Dengan demikian, tata kelola 
lingkungan di tingkat nagari tidak hanya persoalan kehadiran forum atau kegiatan 
bersama, tetapi juga persoalan bagaimana proses tersebut menghasilkan 
pengalaman yang dapat dipercaya oleh masyarakat. 
 
Kemampuan (Ability) Pemerintah Nagari 

Dimensi Ability berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Nagari 
menjalankan tugas, menggerakkan masyarakat, menangani persoalan lingkungan, 
menerima keluhan, dan mencari penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan pemerintah paling terlihat pada kegiatan yang dapat dilakukan secara 
bersama-sama. Pemerintah dapat mengoordinasikan lembaga dan kelompok 
masyarakat, menggerakkan gotong royong, serta membuka ruang untuk 
penyampaian persoalan. 

Keterangan pemerintah dan lembaga nagari menunjukkan adanya mekanisme 
koordinasi. Raim Putra menjelaskan bahwa KSB, LPMN, dan Bamus dilibatkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian kebutuhan masyarakat. Bapak Ali 
Minus juga menjelaskan bahwa masyarakat diberitahu apabila terdapat kegiatan 
gotong royong atau kegiatan lingkungan. Dari sisi masyarakat, Ibu Yanti dan Ibu 
Tatik menilai pemerintah cukup mampu, terutama dalam menggerakkan masyarakat. 
Ibu Linda memberikan penilaian yang lebih berhati-hati dengan menyatakan bahwa 
kemampuan sudah ada, tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. 

Perbandingan keterangan tersebut memperlihatkan pola yang relatif sama. 
Pemerintah menjelaskan kemampuan dari sisi proses koordinasi dan pelibatan, 



Sari & Mubarak. Kepercayaan Publik (Public Trust) ……… 

 

 Journal of Authentic Research, November 2026 Vol. 5, No. 4 | 7301 

 

sedangkan masyarakat mengakuinya terutama pada kegiatan yang mereka lihat 
secara langsung. Pada saat yang sama, masyarakat memberikan batasan bahwa 
kemampuan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan lingkungan yang 
membutuhkan sarana, anggaran, dan perencanaan. Pengelolaan sampah menjadi 
contoh paling jelas karena membutuhkan penanganan yang lebih teratur daripada 
kegiatan gotong royong yang dilakukan pada waktu tertentu. 

Temuan ini menunjukkan bahwa Ability dalam kepercayaan publik bersifat 
kontekstual. Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menempatkan kemampuan sebagai 
salah satu dimensi kepercayaan, tetapi penelitian ini memperlihatkan bahwa 
kemampuan tidak cukup dinilai dari keberhasilan menggerakkan warga. 
Kemampuan juga dinilai dari kapasitas menyediakan sarana, merencanakan sistem, 
dan menjaga keberlanjutan penanganan persoalan. Mubarak et al. (2024) menegaskan 
bahwa pengelolaan sampah berbasis nagari membutuhkan dukungan kelembagaan 
dan kerja sama lintas pihak. Karena itu, kemampuan pemerintah nagari perlu dilihat 
sebagai kombinasi antara koordinasi sosial dan kapasitas teknis-administratif. 

Keterbatasan kemampuan teknis ini sejalan dengan temuan Widiasih et al. 
(2024) bahwa implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah 
menghadapi tantangan kapasitas, koordinasi, dan dukungan sumber daya. Dalam 
konteks nagari, keterbatasan sarana dan anggaran menjadi faktor yang membatasi 
sejauh mana kemampuan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi hasil yang 
dirasakan masyarakat. 

 
Kepedulian (Benevolence) Pemerintah Nagari 

Benevolence berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, kepedulian dilihat melalui 
keterlibatan pemerintah dalam kegiatan lingkungan, kesediaan mendengarkan 
masyarakat, penerimaan aspirasi, dan respons terhadap keluhan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya perhatian pemerintah 
melalui kegiatan bersama dan komunikasi langsung. 

Bapak Jul Hendri sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah 
cukup terlibat dalam kegiatan lingkungan, termasuk mengajak masyarakat 
melakukan gotong royong dan memberikan arahan mengenai kebersihan. Dari sisi 
masyarakat, Ibu Masni menyatakan bahwa pemerintah terlihat cukup peduli karena 
masih melibatkan masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Ibu Yanti juga 
menjelaskan bahwa ketika ada keluhan, pemerintah biasanya memberikan tanggapan 
dan menyampaikan bahwa persoalan akan dibicarakan atau ditindaklanjuti. 

Namun, kepedulian tidak hanya dinilai dari adanya respons awal. Ibu Tatik 
menyampaikan bahwa kegiatan kebersihan dan gotong royong memang ada, tetapi 
perlu dilakukan lebih sering agar lingkungan tetap terjaga. Ibu Linda juga 
mengharapkan kegiatan lingkungan dilakukan secara rutin. Artinya, masyarakat 
menilai kepedulian melalui kehadiran dan keberlanjutan tindakan, bukan hanya 
melalui komunikasi ketika persoalan sudah muncul. 

Perbandingan informasi menunjukkan bahwa pemerintah dan tokoh 
masyarakat melihat keterlibatan sebagai bentuk perhatian, sedangkan masyarakat 
menambahkan unsur keberlanjutan dan tindak lanjut. Masyarakat merasa 
diperhatikan ketika keluhan diterima dan pemerintah bersedia membicarakannya, 
tetapi tingkat kepedulian yang dirasakan menjadi lebih kuat ketika ada tindakan 
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lanjutan yang dapat dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa Benevolence berkaitan erat 
dengan pengalaman interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 

Temuan ini memperkuat argumen Mayer et al. (1995) bahwa kepercayaan 
terbentuk dari penilaian terhadap kemampuan, kebaikan hati, dan integritas pihak 
yang dipercaya. Namun, dalam konteks nagari, Benevolence tidak hanya bersifat sikap, 
tetapi juga harus tampak dalam praktik rutin. Masyarakat tidak cukup melihat 
pemerintah menerima keluhan; mereka juga ingin melihat kehadiran, keberlanjutan 
kegiatan, dan tindak lanjut yang jelas. Karena itu, kepedulian perlu dirawat melalui 
mekanisme yang konsisten, bukan hanya melalui respons insidental. 
 
Integritas (Integrity) Pemerintah Nagari 

Integrity dalam penelitian ini berkaitan dengan keterbukaan informasi, 
konsistensi pelaksanaan kegiatan, dan kesesuaian antara informasi yang disampaikan 
pemerintah dengan tindakan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pemerintah Nagari telah menggunakan beberapa saluran komunikasi, seperti 
pertemuan masyarakat, perangkat nagari, baliho, dan forum masyarakat. Saluran 
tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan 
persoalan yang berkaitan dengan lingkungan. 

Bapak Ali Minus menjelaskan bahwa informasi mengenai kegiatan gotong 
royong dan kegiatan lingkungan biasanya disampaikan melalui pertemuan 
masyarakat atau perangkat nagari. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa 
mekanisme penyampaian informasi tersedia. Namun, masyarakat tidak selalu 
mengetahui seluruh kegiatan pemerintah. Ibu Yanti menyampaikan bahwa ia 
mengetahui beberapa kegiatan seperti gotong royong dan kegiatan kebersihan, tetapi 
tidak mengetahui seluruh program secara keseluruhan. 

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saluran informasi belum 
otomatis membuat seluruh informasi diterima secara merata. Bagi masyarakat, 
keterbukaan informasi juga berkaitan dengan mengetahui apa yang telah dilakukan 
pemerintah, persoalan apa yang sedang ditangani, dan bagaimana perkembangan 
tindak lanjutnya. Karena itu, pemerataan informasi menjadi salah satu bagian yang 
berkaitan dengan Integrity. 

Integritas juga terlihat dari konsistensi kegiatan. Masyarakat mengakui adanya 
kegiatan kebersihan dan gotong royong, tetapi berharap kegiatan dilakukan lebih 
rutin. Konsistensi menjadi penting karena masyarakat membentuk penilaian 
berdasarkan pengalaman berulang. Apabila kegiatan hanya dilakukan pada waktu 
tertentu, masyarakat dapat melihat adanya tindakan, tetapi belum tentu melihat pola 
pengelolaan yang berkelanjutan. 

Tindak lanjut keluhan juga berkaitan dengan Integrity. Pemerintah menerima 
dan membicarakan keluhan masyarakat, tetapi waktu penyelesaian berbeda sesuai 
dengan jenis persoalan. Persoalan yang membutuhkan anggaran atau koordinasi 
membutuhkan proses lebih panjang. Dalam kondisi tersebut, kejelasan informasi 
mengenai proses tindak lanjut menjadi penting agar masyarakat mengetahui alasan 
dan perkembangan penanganan persoalan. 

Dengan demikian, pada dimensi Integrity terdapat unsur yang telah berjalan 
dan unsur yang masih perlu diperkuat. Penyampaian informasi dan penerimaan 
aspirasi telah tersedia, sedangkan pemerataan informasi, konsistensi kegiatan, dan 
kejelasan tindak lanjut menjadi perhatian masyarakat. Temuan ini memperlihatkan 
bahwa integritas dalam konteks penelitian tidak hanya berkaitan dengan kejujuran 
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penyampaian informasi, tetapi juga dengan konsistensi tindakan dan keterbukaan 
mengenai proses penanganan persoalan. 

Temuan ini sejalan dengan Sofyani dan Tahar (2021) serta Wirawan dan Yaya 
(2024) yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor penting 
dalam kepercayaan masyarakat desa. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa 
transparansi formal melalui baliho, pertemuan, atau perangkat nagari belum cukup 
apabila informasi tidak merata dan tindak lanjut tidak jelas. Integritas publik 
terbentuk ketika pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga 
menjelaskan proses, alasan, dan perkembangan penanganan persoalan secara 
konsisten. 
 
Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Nagari 

Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara 
Surantih terbentuk dari pengalaman masyarakat ketika mengikuti kegiatan 
lingkungan, menerima informasi, menyampaikan keluhan, dan melihat tindakan 
pemerintah. Berdasarkan tiga dimensi yang digunakan, masyarakat masih 
memberikan kepercayaan kepada pemerintah karena melihat adanya usaha dan 
tindakan dalam tata kelola lingkungan. Namun, kepercayaan tersebut belum 
sepenuhnya kuat karena masyarakat masih mengharapkan perbaikan pada beberapa 
aspek. 

Pada dimensi Ability, masyarakat mengakui kemampuan pemerintah dalam 
menggerakkan masyarakat dan menjalankan kegiatan bersama. Pada dimensi 
Benevolence, masyarakat merasakan perhatian pemerintah melalui gotong royong, 
penerimaan aspirasi, dan tanggapan terhadap keluhan. Pada dimensi Integrity, 
masyarakat melihat adanya saluran informasi dan mekanisme penyampaian keluhan, 
tetapi masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan informasi, 
konsistensi kegiatan, dan kejelasan tindak lanjut. 

Keterangan dari Pemerintah Nagari, lembaga nagari, tokoh masyarakat, dan 
masyarakat memperlihatkan bahwa kepercayaan publik tidak terbentuk hanya dari 
pernyataan pemerintah. Pemerintah menjelaskan mekanisme kerja sama dan 
musyawarah, lembaga nagari menjelaskan penyampaian informasi dan aspirasi, 
sedangkan masyarakat memberikan penilaian berdasarkan pengalaman langsung. 
Perbandingan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya titik temu 
sekaligus perbedaan penekanan. Titik temunya adalah bahwa kegiatan dan 
komunikasi memang berlangsung; perbedaannya terletak pada sejauh mana 
masyarakat melihat kegiatan tersebut berlangsung secara rutin dan menghasilkan 
tindak lanjut yang jelas. 

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Grimmelikhuijsen dan Knies 
(2017) bahwa kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah berkaitan dengan 
karakteristik yang dinilai masyarakat. Dalam penelitian ini, karakteristik tersebut 
terlihat melalui kemampuan pemerintah, perhatian terhadap masyarakat, serta 
integritas dalam menjalankan dan mengomunikasikan kegiatan. Kepercayaan 
kemudian berkembang melalui pengalaman interaksi yang berulang antara 
pemerintah dan masyarakat. 

Dengan demikian, kepercayaan publik dalam penelitian ini bukan sekadar 
hasil penilaian atas citra pemerintah, melainkan hasil akumulasi pengalaman warga. 
Pengalaman tersebut mencakup apakah kegiatan berjalan rutin, apakah informasi 
sampai secara merata, apakah keluhan ditindaklanjuti, dan apakah pemerintah hadir 
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dalam persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan 
bahwa kepercayaan publik bersifat prosesual dan dapat menguat atau melemah 
seiring konsistensi tindakan pemerintah. 

 
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepercayaan Publik 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan 
kepercayaan publik. Pertama, tindakan nyata pemerintah dalam kegiatan 
lingkungan. Gotong royong, kegiatan kebersihan, imbauan, penerimaan aspirasi, dan 
upaya penanganan persoalan menjadi pengalaman yang dapat dilihat langsung oleh 
masyarakat. Kegiatan yang nyata membuat masyarakat memiliki dasar pengalaman 
dalam menilai pemerintah. 

Kedua, komunikasi dan penyampaian informasi. Informasi disampaikan 
melalui perangkat nagari, pertemuan masyarakat, baliho, dan forum masyarakat. 
Namun, tidak semua masyarakat mengetahui keseluruhan kegiatan. Karena itu, 
kejelasan dan pemerataan informasi menjadi bagian penting dalam hubungan 
pemerintah dan masyarakat. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian 
Sofyani dan Tahar (2021) yang menempatkan transparansi sebagai bagian penting 
dalam hubungan pemerintah desa dengan kepercayaan masyarakat. 

Ketiga, tindak lanjut terhadap keluhan. Masyarakat tidak hanya 
memperhatikan apakah keluhan diterima, tetapi juga melihat tindakan setelah 
keluhan disampaikan. Keluhan yang memperoleh respons dan perkembangan 
penanganan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan keluhan yang 
belum jelas tindak lanjutnya. Keempat, kemampuan menangani persoalan 
lingkungan, khususnya sampah rumah tangga. Persoalan sampah menjadi 
pengalaman masyarakat dalam menilai kemampuan pemerintah karena 
berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. 

Kelima, keterlibatan masyarakat. Gotong royong, musyawarah, penyampaian 
aspirasi, dan kegiatan lingkungan memberikan ruang bagi masyarakat untuk 
berinteraksi langsung dengan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan perspektif 
Collaborative Governance yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor dalam 
proses bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan 
tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi 
pengalaman yang membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Tindakan pemerintah membutuhkan 

komunikasi agar diketahui masyarakat; komunikasi membutuhkan tindak lanjut agar 

memiliki makna dalam pengalaman masyarakat; kemampuan menangani persoalan 

menentukan bagaimana tindakan tersebut dirasakan; dan keterlibatan masyarakat 

menyediakan ruang interaksi yang mempertemukan pemerintah dengan warga. Oleh 

karena itu, kepercayaan publik dalam tata kelola lingkungan terbentuk melalui proses 

interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Faktor-faktor ini juga menunjukkan 

bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui 

konsistensi, transparansi, dan kapasitas penyelesaian masalah. 

Faktor-faktor tersebut memperkuat temuan Christensen dan Lægreid (2005) 

bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berkaitan dengan kepuasan layanan dan 

faktor politik, serta temuan Wirawan dan Yaya (2024) bahwa akuntabilitas, 

transparansi, dan keadilan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Namun, 
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penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks nagari, kedekatan hubungan 

pemerintah-warga membuat faktor pengalaman langsung dan keberlanjutan 

tindakan menjadi sangat penting. 

 
Perspektif Tata Kelola Lingkungan dan Collaborative Governance 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di Nagari 
Ganting Mudiak Utara Surantih tidak hanya dilakukan melalui tindakan pemerintah, 
tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemahaman 
environmental governance yang menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai 
bagian dari proses pengelolaan lingkungan. Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan 
bahwa environmental governance berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan 
pengelolaan sumber daya lingkungan yang melibatkan berbagai aktor. Dalam 
penelitian ini, proses tersebut terlihat melalui gotong royong, musyawarah, 
penyampaian aspirasi, dan kegiatan kebersihan. 

Perspektif Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) juga membantu 
menjelaskan hubungan tersebut. Pemerintah menyediakan ruang untuk musyawarah 
dan melibatkan lembaga serta masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan 
partisipasi melalui kegiatan bersama dan penyampaian persoalan. Meskipun 
demikian, kolaborasi belum hanya diukur dari adanya pertemuan atau kegiatan 
bersama. Keberlanjutan kegiatan, kejelasan tindak lanjut, dan pemerataan informasi 
tetap menjadi bagian yang menentukan pengalaman masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan public trust, kolaborasi memberikan ruang bagi 
masyarakat untuk melihat proses pemerintahan secara langsung. Masyarakat dapat 
mengetahui bagaimana pemerintah merespons persoalan, bagaimana lembaga nagari 
menyampaikan aspirasi, dan bagaimana keputusan atau kegiatan dilaksanakan. 
Pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan kepercayaan. Dengan 
demikian, tata kelola lingkungan dan public trust memiliki hubungan melalui 
pengalaman interaksi antara pemerintah dan masyarakat, meskipun penelitian ini 
tidak dimaksudkan untuk mengukur hubungan secara statistik. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa collaborative governance tidak otomatis 
menghasilkan kepercayaan publik. Kolaborasi perlu disertai kapasitas pemerintah 
untuk menindaklanjuti persoalan, transparansi informasi, dan konsistensi kegiatan. 
Yuniardi et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dapat menghadapi 
tantangan ketika aspek lingkungan dan pelaku usaha tidak seimbang; dalam konteks 
nagari, tantangan serupa terlihat dari keterbatasan sarana dan anggaran. Rosika dan 
Frinaldi (2023) serta Zulfia dan Frinaldi (2022) menekankan pentingnya tata kelola 
yang baik dan inovasi organisasi publik; kedua hal tersebut relevan untuk 
memperkuat kapasitas nagari dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. 

Ringkasan temuan berdasarkan tiga dimensi kepercayaan publik disajikan 
pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Ringkasan temuan kepercayaan publik berdasarkan tiga dimensi 

Dimensi 
Indikator yang 

Dikaji 
Ringkasan Temuan 

Implikasi 
terhadap 

Kepercayaan 
Ability 

(kemampuan) 
Koordinasi, 
pelaksanaan 

Pemerintah dinilai 
mampu 

Kepercayaan 
didukung oleh 
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kegiatan, dan 
penyelesaian 

persoalan 
lingkungan 

mengoordinasikan 
kegiatan dan gotong 

royong, tetapi 
penanganan sampah 

masih terkendala fasilitas 
dan sistem layanan. 

kemampuan 
koordinasi, namun 
belum sepenuhnya 

kuat dalam 
penyelesaian 

masalah. 

Benevolence 
(kepedulian) 

Kesediaan 
mendengar 
aspirasi dan 
melibatkan 
masyarakat 

Ada upaya mengajak 
masyarakat terlibat dan 

menerima keluhan, tetapi 
warga mengharapkan 

perhatian serta kegiatan 
yang lebih rutin. 

Kepedulian 
dirasakan, tetapi 
perlu dibuktikan 

melalui tindak 
lanjut yang 
konsisten. 

Integrity 
(integritas) 

Keterbukaan 
informasi, 
konsistensi 

tindakan, dan 
tindak lanjut 

Informasi disampaikan 
melalui pertemuan atau 
komunikasi setempat, 

namun pemerataan 
informasi dan kejelasan 

tindak lanjut masih perlu 
diperkuat. 

Konsistensi dan 
transparansi 

penting untuk 
menjaga 

kepercayaan 
warga. 

 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan 

pada satu nagari sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara 
statistik ke nagari lain. Kedua, jumlah informan terbatas pada tujuh orang yang 
mewakili unsur pemerintah, lembaga, tokoh, dan masyarakat; meskipun data 
diperkuat melalui triangulasi, pandangan kelompok lain yang tidak terwawancara 
dapat berbeda. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pengalaman dan penilaian 
informan daripada pengukuran kuantitatif, sehingga tidak dapat menunjukkan 
besaran pengaruh antarvariabel. Keempat, dokumen dan data anggaran yang tersedia 
terbatas, sehingga analisis mengenai kapasitas fiskal nagari dalam pengelolaan 
sampah belum dapat dilakukan secara mendalam. Kelima, penelitian ini tidak 
dimaksudkan untuk menilai kinerja pemerintah nagari secara menyeluruh, 
melainkan memahami kepercayaan publik dalam konteks tata kelola lingkungan. 
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, menambah 
informan, dan menggabungkan pendekatan kualitatif serta kuantitatif. 
 
KESIMPULAN 
 

Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara 
Surantih dalam tata kelola lingkungan berada pada kondisi cukup baik, tetapi belum 
sepenuhnya kuat. Masyarakat masih melihat adanya upaya pemerintah melalui 
koordinasi dengan lembaga nagari, kegiatan gotong royong, musyawarah, 
penyampaian informasi, dan penerimaan keluhan. Penilaian ini menunjukkan bahwa 
hubungan pemerintah dan masyarakat serta kegiatan bersama menjadi modal 
penting bagi kepercayaan publik. 

Pada dimensi Ability, pemerintah dinilai cukup mampu menggerakkan 
masyarakat dan mengoordinasikan kegiatan, tetapi pengelolaan sampah masih 
membutuhkan penanganan yang lebih sistematis. Pada dimensi Benevolence, 
perhatian pemerintah terlihat dari pelibatan masyarakat dan kesediaan 
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mendengarkan keluhan, meskipun warga mengharapkan kegiatan yang lebih rutin 
serta kehadiran langsung di lapangan. Pada dimensi Integrity, penyampaian 
informasi dan tanggapan terhadap keluhan telah dilakukan, tetapi pemerataan 
informasi, konsistensi kegiatan, dan kejelasan tindak lanjut masih perlu diperkuat. 

Faktor utama yang memengaruhi kepercayaan publik meliputi tindakan nyata 
pemerintah, komunikasi dan keterbukaan informasi, respons terhadap keluhan, 
kemampuan menangani persoalan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. 
Sintesis makna temuan ini adalah bahwa kepercayaan publik dalam tata kelola 
lingkungan nagari tidak hanya dibentuk oleh program atau pernyataan pemerintah, 
tetapi oleh pengalaman warga yang melihat, merasakan, dan mengevaluasi 
konsistensi tindakan pemerintah. Kepercayaan bersifat prosesual: ia tumbuh ketika 
kegiatan berjalan rutin, informasi sampai secara merata, keluhan ditindaklanjuti, dan 
masyarakat dilibatkan secara bermakna. Sebaliknya, kepercayaan dapat melemah 
ketika pemerintah hanya hadir pada momen tertentu atau ketika tindak lanjut tidak 
jelas. Dengan demikian, penguatan kepercayaan perlu diarahkan pada perbaikan 
pengelolaan sampah yang lebih teratur, penyampaian informasi yang jelas, 
penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut keluhan, dan pelaksanaan kegiatan 
lingkungan secara berkelanjutan. 
 
REKOMENDASI 
 

Pemerintah Nagari disarankan menyusun langkah penanganan sampah yang 
lebih teratur sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, termasuk memperjelas 
kebutuhan sarana, mekanisme pengumpulan, dan koordinasi dengan pihak terkait. 
Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara merata serta memberikan 
pembaruan mengenai status keluhan agar masyarakat mengetahui proses tindak 
lanjut. Lembaga nagari dapat terus berperan sebagai penghubung aspirasi 
masyarakat dan membantu memantau kebutuhan lingkungan. Masyarakat 
diharapkan tetap terlibat dalam musyawarah dan kegiatan lingkungan, sekaligus 
menyampaikan masukan secara konstruktif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji 
lebih rinci mekanisme kolaborasi, dukungan anggaran, dan pelaksanaan program 
lingkungan agar faktor-faktor yang memperkuat kepercayaan publik dapat dipahami 
secara lebih mendalam. 
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